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1. Tinjauan Tentang Kepenghuluan
Secara histori desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan
pemerintah di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis
desa, masyarakat dan lain sebagai telah menjadi instruksi sosial yang mempunyai posisi
sosial yang sangat penting. Desa merupakan intittusi yang otonom dengan tradisi, adat
istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.
Semenjak tanggal 1 Agustus 1983, di Indonesia telah diterapkan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa yang berasal dari
budaya Jawa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada Pemerintahan Desa, desa atau
kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan. Dalam menjalankan hak, wewenang dan
kewajiban pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat
yang berwenang mengangkat melalui Camat, dan memberikan keterangan
pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
Di masa orde baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
pemerintah desa, sistem pemerintah desa di indonesia justru diseragamkan dengan mengacu
pada pola desa yang ada di jawa. Desa-desa yang ada diluar jawa yang bentuknya beraneka
ragam dihapus. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentsng
pemerintah desa tujuan penyeragaman ini adalah untuk memudahkan pembinaan. Tetapi
akibatnya penyeragaman itu justru menimbulkan dampak negatif karena dengan sistem
pemerintah desa yang seragam berdasarkan pola desa di jawa, kepada masyarakat
diperkenalkan suatu sistem baru beserta lembaga-lembaganya, sebelumnya belum dikenal
oleh masyarakat.1
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah desa, yang
dimaksud desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagai mana
dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran
dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi
asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi
daerah. Pemerintah desa merupakan unit tertedapan dalam pelayanan kepada masyarakat
serta tonggak strategis untuk keberhasialan semua program. karena itu untuk memperkuat
desa ( pemerintah desa dan lembaga masyarakat ) merupakan langkah mempercepat
kesejahteraan masyarakat
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah
asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a
groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten.
Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengartikan Desa sebagai berikut :
1 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif, Raja
garfindo, Jakarta , 2003, h. 57
“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan Desa adalah:
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara
langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
/ Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Beberapa produk perundangan yang lahir sepanjang sejarah penyelenggaraan
pemerintahan hingga saat ini yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di
daerah termasuk pemerintah desa, yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional
Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
5. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah
(disempurnakan).
6. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong
Royong dan Sekretariat Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
9. Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenteng Pemerintahan Daerah.
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Daerah.
13. Keputusan Mentri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Kelurahan.
14. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan mengenai Desa.
15. Keputusan Presiden Nomor 1949 Tahun 2001 tentang Penata Ketahanan
Masyarakat Desa atau sebutan lain.
16. Peraturan Pemeritah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan
dan Mengenai Desa.
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 pada Bab I
Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hokum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2
Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
pemerintah kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.3
2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5)
3 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (6)
Penghulu adalah kepala kepenghuluan dan perangkat kepenghuluan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan kepenghuluan.4
Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan
sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan kepenghuluan.5
Pembentukan Kepenghuluan adalah tindakan mengadakan kepenghuluan baru dapat
berupa penggabungan beberapa kepenghuluan, atau bagian kepenghuluan yang bersandingan,
atau pembentukan dari satu kepenghuluan menjadi dua kepenghuluan atau lebih, atau
pembentukan kepenghuluan di luar kepenghuluan yang telah ada.6
Penggabungan kepenghuluan adalah penyatuan dua Kepenghuluan atau lebih
menjadi Kepenghuluan baru.7
Penghapusan kepenghuluan adalah tindakan meniadikan kepenghuluan yang ada
akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan kepenghuluan terdekat.8
2. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah
Awal perkembangannya dimulai sejak masa pendudukan belanda di bumi indonesia
melalui pemerintah hindia belanda. Pada masa ini pulalah, pemerintah belanda memberikan
pengalaman panjang indonesia terhadap bentuk otonomi bertingkat, yaitu dengan adanya
hubungan hierarkis antara daerah otonom yang tingkatannya lebih rendah dengan daerah
otonom yang tingkatannya lebih tinggi, seperti propinsi dan kabupaten atau kotamadya/kota
dan kelurahan atau desa.
4 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7)
5 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (8)
6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (9)
7 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10)
8 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (11)
Ketika suatu masyarakat bangsa memproklamasikan berdirinya suatunegara, langkah
yang dilakukan kemudian adalah mebentukan pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan sehari-hari. Pemerintah yang dibentuk ini merupakan personafikasi dari negara,
yang agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak disalahgunakan disusunlah rambu-rambu
dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang ini mengatur bentuk negara,
sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, hubungan negara dengan warga negara /
penduduk / warga masyarakat, dan sebagainya.9
Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan
kepada pemerintah daerah. Alasan- Alasan ini di dasarkan paa kondisi ideal yang di inginkan,
sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyenglenggaran pemerintah daerah sesuai
sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Mengenai alasa- alasan ini, Joseph Riwu Kaho
(1991) menyatakan sebagai berikut:
1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori) disentralisasi
dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada
akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan disentralisasi dianggap sebagai tindak
pendomokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan melatih diri
dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan
daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang
efesien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat,
pengurusannya diserahkan kepada daerah.
9Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan
Anggota DPRD,Pustaka Sinar Harapan,  2003 h 19
4. Dari sudut kultural, disentralisasi perlu diadakan supaya perhatian perlu dapat
ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk,
kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena
pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan
tersebut.10
Pengertian otonomi daerah di Indonesia adalah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan11. Pengertian ini sejalan
pula apabila kita merujuk kepada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat
dikatakan bahwa Moh. Yamin lah orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan
Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang itu Moh. Yamin
mengatakan :
“ Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan
rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah.
Antara bagian atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah
untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”.12
Hal ini diperkuat dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung
pengertian bahwa, pertama, keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan
tingkat daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan
dengan “memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan
negara”. Ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan
10Ibid, h 20
11 www. http//wikipedia.co.id, diakses tanggal 20 Desember 2013
12 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009), Cet ke-2, h. 1
“memandang dan mengingati hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa”.13
Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan.”14
Secara khusus, Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka
aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati
Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan
pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk
mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan
dan potensi yang dimilikinya. Untuk merealisasikannya pelaksanaa otonomi daerah ini, maka
ditetapkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang
13 Ibid, h. 3-4
14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal. 18.
memberikan otonomi asli kepada desa, dimana kultur budaya dan kebiasaan-kebiasaan
dikembalikan ke daerah.15
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan
definisi otonomi daerah sebagai berikut :
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”16
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom
sebagai berikut :
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”17
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dikenal
dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Sebagai hak yang dimiliki oleh daerah
kabupaten/kota untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan
tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan
sumber daya manusia yang ikut serta membangun kota. Penyelenggaran pemerintah dan
pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan corak dan
intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan tersedianya
sumberdaya manusia.18
15 E-Journal, Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan, 2013,h.1
16
Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun
2004, TLN No. 4437, Pasal. 1.
17 Ibid.,
18 Widjaja,  Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007,h.17
Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat di daerah dan/atay kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Sebagai konsekuensi pemberlakuan sistem otonomi daerah, dibentuk pula perangkat
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1999) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004).
Selain itu, amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, “Gubernur,
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis”19 direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2005).
Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa
perubahan politik di tingkat lokal (daerah). Salah satunya adalah menguatnya peran Dewan
19 Indonesia (a), loc. cit.,
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel
karet dan kedudukannya di bawah eksekutif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi
lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah.20
Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak
saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan
raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan
adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan
representasi elite lokal yang berpengaruh. Karena perannya itu, di tengah suasana demokrasi
yang belum terbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat
rentan terhadap korupsi.21
Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang
ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan
respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya
sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak dari pada yang didapatkan melalui jalur
birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong
pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.22
Adapun tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah
adalah terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi
yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada faktor-
faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-
benar menjamin daerah yang bersangkutan untuk menggurus rumah tangga di daerahnya.
20 Agustono, op.cit, h. 164.
21 Ibid.,
22 Ibid., h. 194.
Sisi lain pemberian otonomi kepada daerah juga diharapkan supaya daerah dapat
mengurus dan mengelola sumberdaya yang ada di daerah tersebut, baik itu sumber daya alam
yang dipunyai daerah dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah derah,
dengan pengelolaan yang benar maka mampu meningkatkan daya saing setiap daerah dengan
memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan melihat potensi khusus yang di miliki
oleh daerah tersebut.
Seiring dengan prinsip otonomi luas yang diberikan oleh pemerintah, dilakukan pula
prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata yang dimaksud
adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu tugas, wewenang dan kewajiban yang
senyatanya telah ada dana berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan
potensi dan kekhasan deaarah masing-masing.
Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang
dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberi
otonom, yang dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan naisional. Prinsip-prinsip otonomi ini
bertujuan untuk meningkatka kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.23
3. Tinjauan tentang Pemekaran
Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi kata yang
tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran
daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah pemekaran secara
etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar, yang berarti:24
23 Penjelasan Undnag-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
24 Purwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, h. 132
1. Berkembang menjadi terbuka;
2. Menjadi besar dan gembung;
3. Menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus;
4. Mulai timbul dan berkembang.
Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi
perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang
kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil
dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih
daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah
otonom menjadi dua atau lebih Daerah Otonom baru .
Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan mejadi lebih
dari satu daerah, namun setelah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diganti dengan
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi
pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, namun istilah yang dipakai
adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau
lebih daerah otonom.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan:
Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang
bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan
dalam Pasal 4 ayat 4 dalam UU tersebut dinyatakan: Pemekaran dari satu daerah menjadi 2
(dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai
batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 diuraikan bahwa pembentukan,
pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan
penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan
potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.
Rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai
kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-undang maupun Peraturan
Pemerintah.25
Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan,
penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, melalui:
1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian Daerah,
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
Rumusan regulasi ke depan bukan saja kebijakan tentang pemekaran daerah, tetapi juga
perlu memberikan porsi yang sama besar terhadap penggabungan daerah otonom. Baik
pemekaran maupun penggabungan daerah otonom didasarkan pada argument yang sama.
Rumusan tujuan kebijakan penataan daerah bukan hanya untuk kepentingan daerah, tetapi
25 www//http; Kebijakan Pemekaran Daerah, diakses pada Desember 2013, pada Pukul 09.53 Wib
juga untuk pemenuhan kepentingan nasional. bahwa alternatif rumusan tujuan kebijakan
penataan daerah adalah sejauh mana kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah:26
1. Mendukung pengelolaan masalah sosio kultural di daerah dan di tingkat nasional
2. Mendukung peningkatan pelayanan publik di tingkat daerah dan nasional.
3. Mengakselerasi pembangunan ekonomi, baik ekonomi daerah maupun ekonomi
nasional dengan cara yang seefisien mungkin.
4. Meningkatkan stabilitas politik, baik dalam rangka meningkatkan dukungan daerah
terhadap pemerintahan nasional, maupun dalam rangka pengelolaan stabilitas politik
dan integrasi nasional.
4. Tinjauan tentang Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Pembentukan,
penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan
Menjadi Kelurahan
Pembentukan kepenghuluan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna
mempercepat pelayanan masyarakat, Pembentukan kepenghuluan  dalam rangka
meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan pelayanan
kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat
perkembangan dan keberhasilan pembangunan.27
Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 memang memiliki tujuan yang spesifik
terhadap tujuan peningkatan Pelayanan Publik.
Adapun tata cara pembentukan kepenghuluan  adalah:28
26 Ibid
27 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Pembentukan, penghapusan, Penggabungan
Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan, Pasal 2
28 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009 tentang Pembentukan, penghapusan, Penggabungan
Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan, Pasal 3
1) Kepenghuluan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul
kepenghuluan, kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat setempat ;
2) Usul pembentukan kepenghuluan diajukan kepada Bupati oleh Penghulu setelah
mendapat persetujuan BPK ;
3) Untuk melaksanakan usul pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur pemerintahan daerah ;
4) Dalam pembentukan kepenghuluan baru, Bupati dapat menetapkan kepenghuluan
persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 tahun dan
memenuhi syarat-syarat terbentuknya kepenghuluan dapat ditetapkan mejadi
kepenghuluan definitif ;
5) Pembentukan kepenghuluan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 4 ) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah ;
6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi :
a) Nama kepenghuluan;
b) Kode kepenghuluan;
c) Luas wilayah kepenghuluan;
d) Batas wilayah kepenghuluan;
e) Jumlah penduduk;
f) Jumlah dusun dan RT;
g) Sarana dan prasarana pemerintahan kepenghuluan;
h) Organisasi dan tata kerja pemerintahan kepenghuluan.
Syarat pembentukan kepenghuluan :
1) Pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi
syarat :
a. Jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);
b. luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c. bagian wilayah kerja harus jelas dan disepakati antara Kepenghuluan yang
berbatasan;
d. Perangkat kepenghuluan persiapan;
e. potensi perkembangan perekonomian masyarakat Kepenghuluan yang dapat
dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan
pelestarian lingkungan;
f. tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kepenghuluan;
g. batas wilayah kepenghuluan yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi
dengan berita acara kesepakatan antara kepenghuluan yang berbatasan.
2) Kepenghuluan yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis
pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan
pembentukan kepenghuluan dengan melalui studi kelayakan;
3) Persyaratan pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Adapun tata cara penggabungan dan penghapusan kepenghuluan adalah:
1) Kepenghuluan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digabung dan dihapus ;
2) Penggabungan atau penghapusan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam musyawarah kepenghuluan ;
3) Hasil musyawarah sebagimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Penghulu atas
persetujuan BPK dan disampaikan kepada pemerintah daerah ;
4) Untuk melaksanakan usul penggabungan atau penghapusan kepenghuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari
unsur pemerintahan daerah ;
5) Penggabungan kepenghuluan dimungkinkan untuk dua kecamatan dalam satu
kabupaten ;
6) Apabila tidak ada usul untuk penggabungan atau penghapusan kepenghuluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan hasil penilaian tim/panitia
kepenghuluan tersebut tidak memenuhi persyaratan, pemerintah daerah mempunyai
kewenangan untuk menggabung atau menghapus kepenghuluan;
7) Hasil penggabungan atau penghapusan kepenghuluan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
